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عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ باَطِلٌ. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا. ابو داود الطيالسى
Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi].[footnoteRef:1]
 [1:  Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram,jilid 2, (Jakarta:Darus Sunah, 2009), hlm. 627.] 
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Ridho, Muhammad. 2018, Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Menurut Hukum Positif. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazdhab, Fakultas Syari’ah, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Kraksaan. Pembimbing (I) Hj. Mahtumah, S.H., M.H.I. Pembimbing (II) Imam Syafi’i, M.H. 

Kata Kunci 	: Wali Nikah, Hukum Positif.

Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan wa Rohmah sedangkan yang lainnya hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama terdahulu merasa perlu memperhatikan secara cermat lembaga perwalian, karena menurut mereka keberadaan wali dalam perkawinan dirasa sangat penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perempuan yang menikah harus menggunakan wali? Mayoritas ulama mewajibkan, namun bagi Imam Abu Hanifah Status wali nikah dalam suatu akad nikah adalah sunah, bukan fardlu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. Dan perempuan bisa menjadi wali dalam suatu akad nikah, selain itu perempuan yang sudah dewasa kamal al-ahliyyah bisa menikahkan dirinya sendiri ataupun menjadi wakilnya. Adapun pokok masalahnya adalah bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang perempuan sebagai wali nikah Bagaimanakah Dasar pemikiran Madzhab Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan, Bagaimanakah Dasar pemikiran Madzhab Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya pada jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif – analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, kemudian menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan Qaidah Fiqhiyyah.


Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penyusun, hasilnya sebagai berikut: Bahwa dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkanya Menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, imam Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam syafii adalah:
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis massa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.
Menurut Imam Syafii bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadist yang menyatakan “ janda lebih berhak kepada dirinya”. Sehingga Menurut Syafi’i  
Izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.
Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu’), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil)   dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu’, maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya Sunnah.
Setelah melihat kedua pendapat yang berbeda, maka Abu  Tsaur (salah seorang fakih golongan Syafi’iyah) mengemukakan pendapatnya, bahwa Suatu perkawinan dilangsungkan sesudah disetujui bersama oleh  wanita dan walinya.
Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua mazhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia telah diatur permasalahan  wali  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah lebih baik permasalahan  ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan di dalam peraturannya yaitu KHI,dan sebagai warga negara yang baik hendaklah setiap masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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[bookmark: _GoBack]Segala puji bagi Allah S.W.T, penggenggam alam, penggenggam diri kita, penentu setiap kejadian di muka bumi ini yang telah memberikan kekuatan berfikir, kesehatan jasad dan kelembutan ruh kepala penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Huku (SH) di Fakultas Syari’ah INZAH Genggong kraksaan dengan judul skripsi “WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI MENURUT HUKUM POSITIF”.
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6. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
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ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q 
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k 
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l 
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m 
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n 
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w 
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h 
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap 
او	=	aw
أي	=	ay

Bacaan Panjang
ا	=	â	أي	=	ḭ	او	=	ȗ
Kata Sandang



ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-
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Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yaitu manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina. Begitu pula dengan tumbuh- tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram. teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalanya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada pengembang kebijakan. Dan  jalinan  hubungan mereka dipersatukan oleh Suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis ini, laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh mahluknya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.[footnoteRef:2] [2:  Selamet Aminuddin, Fiqh Munakhat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 28.] 




1
Maka perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang termasuk dalam penciptaan alam ini.[footnoteRef:3] [3:  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (Beirut:Dar al_Fikr), 131.] 

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram.[footnoteRef:4]  Allah SWT berfirman: [4:  Mawardi Ali, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.] 

وَمِنْ ءَاياَ تِهِ أنْ حَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إَنَّ فِي ذَلِكَ لأَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم ٣١)

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini yang kemudian yang akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.[footnoteRef:5] [5:  Abdurahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Bogor:Kencana, 2003), 3.] 

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan didefinisikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu: 
"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa."
Pencantuman berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama yang bertujuan kepada kebahagiaan dan kekekalan.
Sejarah mencatat bahwa permasalahan yang timbul pertama yang dipersoalkan oleh generasi umat Islam sesudah Muhammad  Rasulullah  Saw. Wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat, atau juga lazim disebut persoalan imamah.
Pada masa tabi’in peristiwa ini telah terjadi (masa Imam-imam madzhab ) ± pada abad II H - pertengahan abad IV H.[footnoteRef:6] , pada saat itu juga umat Islam sudah terpecah kepada tiga kelompok besar yaitu, Khawarij, Syi’ah dan Jumhur. Setiap golongan berpegang teguh kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya mereka merasa bangga atas pendapat masing-masing, serta berusaha mempertahankannya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam, khususnya pandangan mengenai masalah-masalah pokok dalam furu’. [6:  Huzamah Tahido Yang go, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos, 1997). 29.] 

Dengan adanya perselisihan paham tersebut maka timbullah prinsip yang berbeda. Dari perbedaan prinsip di atas maka timbul juga prinsip yang berlainan, di antara beberapa perbedaan prinsip dari masalah-masalah pokok dalam furu’  ialah perhatian Islam terhadap usrah muslim (keluarga muslim) dan keselamatannya serta terhadap damainya kehidupan di dalamnya dan kita juga melihat metode-metode terapi yang Islam syari’atkan untuk mengatasi segala perpecahan yang salah satunya muncul di tengah usrah ( keluarga ) yaitu pernikahan. 
Pernikahan adalah Suatu sunah Rasullah SAW dan juga salah satu ibadah dalam ajaran agama islam sebab dari pernikahan akan tercipta rasa saling sayang dan menyayangi antara suami dan istri. Dan pernikahan adalah Suatu perjanjian yang suci serta ikatan yang kuat untuk pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang baik dan kekal atau menjadikan Suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain itu juga mengubah dari Suatu hal yang di haramkan menjadi Suatu hal yang dihalalkan oleh Allah. Selain itu juga pengertian nikah adalah jika ditinjau dari segi bahasa artinya berkumpul, nikah adalah sunnah para Rasul dalam Al-quran disebutkan Allah SWT berfirman: 
وَلقَدْ أّرسَلْنّا رُسُلاًمِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْناَ لَهُمْ أزْوَاجاَ وَذُرِيَّة...(الر عذ: ٣٨)
Artinya :"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan..."

Pernikahan adalah Suatu hal yang penting dalam hidup manusia karena di samping sebagai pelaksana atas perintah Allah SWT juga karena perkawinan sebagai jalan suci pemenuhan kebutuhan fitrah manusia.  Dengan  perkawinan maka akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang menimbulkan dosa, yaitu berbuat zina. Oleh karena itu dengan perkawinan, manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya (seks) hanya kepada pasangannya yang sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dan dengan perkawinan diharapkan manusia dapat menghindari berganti-ganti pasangan yang tidak disahkan menurut agama dan hukum negara karena berdampak fatal pada kesehatan jasmani.
Sedangkan menurut ahli ushul ada tiga golongan yang berpendapat. Golongan pertama Hanafi mengartikan nikah arti aslinya bersetubuh, sedang arti majazi adalah akad, di mana dengan menjadi halalnya hubungan kelamin  antara pria dengan wanita. Sedangkan golongan kedua yakni Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, yakni arti asalnya akad sedang arti majazinya bersetubuh. Ada pun golongan yang ketiga arti nikah menurut Ibnu Hamzah dan sebagian ahli ushul  dari sahabat Abu Hanafiah, berpendapat berkumpul antara akad dan bersetubuh.[footnoteRef:7] [7:  A. Basiq Djalil, Pernikahan Lintas Agama Cet 1, (Jakarta: Qalbun Salim, 2005), 33.] 

Sebagai salah satu syarat, di dalam Suatu pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam Suatu rukun dalam pernikahan. Seperti dalam prakteknya  dalam  Suatu  pernikahan yang mengucapkan "ijab" adalah dari pihak mempelai  wanita  dan yang mengucapkan  ikrar "qobul" ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan  sebagai  wakil dari pihak calon mempelai wanita.[footnoteRef:8]  Akan  tetapi dalam permasalahan  wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbeda-beda ada yang menyatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak lah  menjadi rukun dalam suatu akad nikah, untuk itu dalam skripsi ini penulisan mencoba meneliti dasar-dasar imam mazhab khususnya pada madzhab syafi'iyah dan madzhab hanafiyah menentukan keberadaan wali dalam prosesi pernikahan. [8:  Mawardi , Hukum Perwalian Dalam Islam (Yogyakarta, UGM, 1975) , 42.] 

Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, penulis mencoba untuk mengungkap bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul " Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Menurut Hukum Positif “ 
Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul ini adalah:
1. Guna kepastian hukum mengenai kedudukan wali menurut madzhab Syafi’I dan Hanafi.
2. Serta penulis mengira bahwa kita perlu mengetahui letak pada perbedaan dan khusus persamaan antara madzhab Syafi’I dan Hanafi  dalam  menetapkan Suatu hukum, khususnya dalam hal kedudukan wali dalam pernikahan. 
[bookmark: _Toc519770520][bookmark: _Toc528304775]Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Dasar pemikiran Madzhab Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan?
2. Bagaimanakah Dasar pemikiran Madzhab Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan?
3. Bagaimanakah wali dalam pernikahan Menurut Hukum Positif?

[bookmark: _Toc519770521][bookmark: _Toc528304776]Tujuan Kajian
Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran madzhab Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pemikiran madzhab Hanafi tentang kedudukan wali.
3. Untuk mengetahui hukum wali dalam pernikahan menurut Hukum Positif.
[bookmark: _Toc519770522][bookmark: _Toc528304777]Manfaat Kajian
Dan penulis berharap Skripsi ini bermanfaat terutama bagi  pasangan  yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan  literatur  bagi  pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan satu bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan wali.
[bookmark: _Toc519770523][bookmark: _Toc528304778]Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka
Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, dan di dalam kehidupan biasanya laki- laki lebih mampu untuk menjaga tujuan ini, adapun wanita kemampuannya biasanya terbatas oleh faktor-faktor psikologis,lingkungan dan lainnya, maka sebaiknya pelaksanaan akad nikah diserahkan kepada walinya. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna. 
Dalam Suatu pernikahan seperti kita ketahui bersama bahwa kehadiran seorang wali sangatlah penting karena wali adalah salah satu syarat sahnya Suatu pernikahan. Perwalian dalam perkawinan adalah Suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang  dikuasai  itu, demi kemaslahatannya sendiri.
Dalam hukum Islam kedudukan wali dalam Suatu pernikahan adalah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi  dalam  menjalankan prosesi pernikahan. Akan tetapi, sebenarnya dalam hal ini ada perbedaan pendapat atau pandangan ulama yang menetapkan keterlibatan wali dalam prosesi akad pernikahan maka keberadaan seorang wali masih dianggap Suatu hal masih bisa diharuskan, seperti pendapat imam Syafi'i beliau berpendapat jika dalam Suatu pernikahan tidak ada wali yang menikahkan  maka  pernikahan tersebut di anggap tidak sah atau menjadi batal.[footnoteRef:9] [9:  http Nizar bahalwan blogspot.com di ambil tanggal 11 March 2018] 

Berlainan dengan pendapat Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa wali bukanlah rukun dalam pernikahan, oleh karena itu pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut dihukumi sah. Oleh sebab itu penulis tertarik dengan pemikiran dan dasar hukum para ulama khususnya pandangan  madzhab  Syafi'i dan Hanafi tentang kedudukan wali dalam satu akad pernikahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam permasalahan wali adalah seperti yang telah dikatakan Imam Syafi'i bahwa wali ialah rukun pernikahan. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga.[footnoteRef:10] [10:  A.Zuhdi Muhdor, Memahami Hukum Perkawinan:Nikah Talak,Cearai dan Rujuk (Bandung: al-Bayan, 1995), 18.] 

Masalah wali sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV pasal 19 yaitu tentang perwalian:
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”. [footnoteRef:11] [11:  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Derektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta, Tahun 1985.] 

Pernikahan merupakan Suatu kebutuhan biologis dan Pisikologis manusia sejak zaman dahulu kala. Pernikahan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan keluarga dan hubungan masyarakat, karena itu, perkawinan harus dilakukan dengan aturan hukum yang berlaku agar terjadi singkronisasi, perkawinan yang dinyatakan sah  adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.[footnoteRef:12] [12:  Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Cet ke I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 68.] 

[bookmark: _Toc519770524][bookmark: _Toc528304779]Metode Penelitian
[bookmark: _Toc519770525][bookmark: _Toc528304780]Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Liblary Research ),  maka dalam mengumpulkan data penulis melakukannya dengan 2 cara yaitu:
a. Data Primer : Kitab  Al-Um, Musnad Assayafi’i, Ar-Risalah, Fiqhul  Akbar, Al-Atsar Li Abi Yusuf karangan Abu Yusuf dan Al-Mabsuth Al- Syarkhshy.
b. Data Skunder : Fiqhul Islam Wa ‘Adilatuh karangan Wahbah Zuhairi, Fiqhu Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba’ah karangan Abdurahman Azaziri, hukum perbandingan dalam perkawinan karangan Ibrahim Husen, Perbandingan Mazhab karangan Huzaimah Tahido Yanggo dan kitab/buku-buku yang  berkaitan  dengan  bahasan yang penulis teliti serta sumber lainnya yang mendukung dengan penulisan.
[bookmark: _Toc519770526][bookmark: _Toc528304781]Pengelolahan Data
Adapun metode pembahasan penulis menggunakan metode Induktif, yaitu menguraikan terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, kemudian ditarik kesimpulan.
[bookmark: _Toc519770527][bookmark: _Toc528304782]Teknik Penulisan
Adapun pedoman penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh tim Penulis  Fakultas  Syari’ah & Ilmu Hukum Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan (INZAH).
[bookmark: _Toc519770528][bookmark: _Toc528304783]Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistematika penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub bab sebagai berikut :
BAB I	: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Kerangka teori, metode penelitian, Sistematika penulisan.
BAB II	: Terdiri dari pengertian wali serta syarat-syarat wali menurut pandangan Imam Syafi’i dan pandangan Imam Hanafi.
BAB III    : Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Perbedaan Istinbath Hukum dan Faktor Tersiarnya Kedua Mazhab.
BAB IV :  Kedudukan wali : analisis perbandingan terdiri atas pengertian Wali Menurut pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Syarat- syarat wali Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi analisa Penulis  Tentang Status Wali dalam Pernikahan.
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BABV : Adalah bab Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

[bookmark: _Toc519770529][bookmark: _Toc528304784]BAB II
WALI

A. [bookmark: _TOC_250002]Pengertian Wali
Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut al-wilayah (ﺔ-اﻟﻮﻻﯾ) atau al-walayah (ﺔ--اﻟﻮﻻﯾ). Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah al-wali(ﻮﻟﻲ-اﻟ) dan jamaknya adalah al-awliya(ﺎ-اﻻوﻟﯿ). Kata al-wali(ﻮﻟﻲ-اﻟ) merupakan kata dalam bentuk Isim Fa’il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.[footnoteRef:13] [13:  Abdul Hasan Rauf, dkk.Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab;BahasaArab-Bahasa Melayu Cet. IV(Selangor:Fajar Bakti,2006), 20.] 


Sedangkan Al-wilayah (اﻟﻮﻻﯾﺔ ) menurut terminologi fuqaha dapat dipahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang urusi atau mengurusi atau menguasai sesuatu (akad/transaksi) inilah yang disebut wali.[footnoteRef:14]  Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada di bawah kuasanya yang  di telah ditetapkan oleh syara’.[footnoteRef:15] [14:  Musthofa Al-khin,dkk. Kitab Fiqih Mazhab Syafi’I,Penerjemah Aziz iIsmail dan M.Asri Hasim (Kuala lumpur: Pustaka Salam, 2002), 622. ]  [15:  Muhammad Fauzi, UUd Keluarga Islam dalam Empat Madzhab : Pembentukan Keluarga, (Selangor: Synergmal,2003), 7.] 
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Perwalian dalam perkawinan adalah Suatu kekuasaan  atau  wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu,demi kemaslahatannya sendiri. "Wali" ialah Suatu ketentuan hukum yang  dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan juga ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia,yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.[footnoteRef:16]  Nikah dalam islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. [16:  Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 7.] 

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing itu memilih syarat-syarat tertentu.[footnoteRef:17] [17:  Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 71.] 

Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi para fuqoha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-zuhayli ialah ”kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan Suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas seizin orang lain. Orang yang mengurusi/menguasai Suatu akad atau transaksi disebut wali. Secara harfiyah yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong,  sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang menurus perkara atau urusan seseorang. 
Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas,  dapatlah  dipahami dengan mudah mengapa hukum islam menetapkan orang yang paling  berhak  untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayah, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat yang lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.[footnoteRef:18] [18:  Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang, Lintas Media), 347.] 

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dari atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki Suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam Suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan atau diwakilkan dengan walinya.[footnoteRef:19] [19:  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2007), 15.] 

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum ( Agama, adat ) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut  beranjak  dewasa. Wali juga bisa di artikan sebagai orang suci penyebar agama dan wali adalah pelindung serta penolong. 
Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah tidaknya Suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘alan nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang  berkuasa  mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. Sedang seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. Siapa yang membutuhkan perwalian ini dalam sebuah perkawinan, tampaknya juga masih belum disepakati secara bulat oleh para ulama ahli hukum. Memang ada beberapa perbedaan antara mazhab satu dengan lainnya. Tapi secara umum, seseorang itu membutuhkan wali lantaran: belum dewasa, kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.
Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Di samping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan. 
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah Suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan dalam sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula  sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.  Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[footnoteRef:20] [20:  Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 44.] 

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa  mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. 
Sedang seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. Siapa yang membutuhkan perwalian ini dalam sebuah perkawinan, tampaknya juga masih belum disepakati secara bulat oleh para ulama ahli hukum. Memang ada beberapa perbedaan antara mazhab satu dengan lainnya. Tapi secara umum, seseorang itu membutuhkan wali lantaran: belum dewasa, kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.[footnoteRef:21] [21:  Abdurahman Gazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 169.] 

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Di samping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan. 
Perwalian (KUHS pasal 331 dan seterusnya)  adalah  pengawasan  terhadap anak yang di bawah umur,yang tidak berada pada pengawasan atau kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, anak yang berada di bawah perwalian adalah:
a. Anak yang sah kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang  tua.
b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
c. Anak yang lahir di luar perkawinan.
Wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat orang tua sebelum meninggal, sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah terdekat dengan si anak atau bapaknya yang karena sesuatu hal telah bercerai atau saudara-saudaranya yang dianggap cakap untuk itu. Hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan-perkumpulan sebagai wali. 
Selain itu juga di dalam kompilasi hukum islam (KHI) bagian ketiga pasal 19 disebutkan sebagai berikut :
”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. 

Menurut pandangan Muhammad Jawahir Mughniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta, bukan hanya untuk anak yatim dan perwalian nikah saja, tetapi berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih (idiot).
1. [bookmark: _Toc519770530][bookmark: _Toc528304785]Syarat-syarat Wali
Para ulama mazhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para fuqoha. Mengenai masalah syarat sahnya wali, kompilasi hukum  islam(KHI) telah mengatur dalam Pasal 20 ayat 1 tentang perwalian yaitu:
”Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi  syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”. 
Karena begitu seriusnya permasalahan wali dalam Suatu akad  pernikahan para fuqoha memberikan syarat bagi para wali nikah karena wali adalah orang  yang akan bertanggung jawab atas syah atau tidaknya Suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. 
a. Islam
b. Baligh (berumur lebih kurang dari 15tahun).
c. Berakal.
d. Laki-laki (jumhur ulama).
e. Adil.[footnoteRef:22] [22:  Muhammad  Ali Hasan, Pedomam  Hidup Berumah Tangga  Dalam  Islam,Ed  I  (Jakarta: Pernada Media,2003),  82.] 

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama,  bahkan banyak dari kalangan ulama mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Mazhab selain Imamiyah mengatakan : Tidak  ada perbedaan antara ayah, kakek, hakim dan orang yang diberi wasiat, di mana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah. 
Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan harta anak kecil, orang gila dan safih atau menyerahkannya sebagai modal bagi orang yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot, menjual sebagian hartanya, meminjamkan dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran. 
Dalam mazhab selain imamiyah wali tidak disyaratkan adil. Jadi seseorang yang durhaka tidak kehilangan hak perwaliannya dalam perkawinan, kecuali kalau durhakanya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.
[bookmark: _Toc519770531][bookmark: _Toc528304786]Macam-macam Wali
Dalam komunitas masyarakat umum banyak dari mereka  hanya mengetahui orang yang berhak menjadi wali nikah hanyalah ayah saja pada hal, pada kenyataannya wali itu berfariasi tergantung bagaimana seorang wali tersebut dekat hubungan Nasabnya dengan mempelai wanita yang akan  dinikahkannya. Oleh sebab itu melalui media skripsi ini penulis mencoba untuk menguraikannya. Ada pun pembagian wali menurut klasifikasinya sebagai berikut:
a. Wali Nasab
Yang dimaksud dengan wali nasab, ialah seorang yang berhak melakukan akad perkawinan dari seorang wanita calon pengantin berdasarkan adanya perhubungan darah (keturunan) antara dia dengan dengan wanita calon pengantin tersebut.
Wali nasab dapat pula dibedakan menjadi dua bagian, melihat kepada dan jauhnya hubungan darah (keturunan) antara wali dengan wanita yang dinikahkannya (calon pengantin) di antaranya:
1) Wali Akrab
2) Wali Ab’ad.
Wali akrab, ialah wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan wanita calon pengantin. Sedangkan wali ab’ad, ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan calon pengantin wanita .
Wali akrab ini masih terbagi dalam dua bagian pula:
a) Wali Mujbir
b) Wali tak mujbir.
Yang dimaksud dengan wali mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa. Yaitu ayah atau kakek, yang mempunyai wewenang penuh menikahkan anak atau cucunya yang masih gadis dengan seorang laki-laki pilihan, demi kebahagiaan dunia dan akhirat gadis tersebut. Akan tetapi wali mujbir dalam melaksanakan pernikahan ada  beberapa  syarat yang harus dipenuhi:
(1) Tidak ada perselisihan yang nyata di antara wali pihak perempuan.
(2) Pernikahan itu hendaklah sekufu.
(3) Lelaki atau calon suami sanggup membayar mahar.
(4) Lelaki atau calon suami tidak mempunyai cacat. 
Selain dari kedua orang ini (bapak dan kakek) adalah wali tak mujbir.
Golongan Hanafi berpendapat: "Wali mujbir berlaku bagi  ashabah seketurunan bagi anak yang masih kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya. Adapun di luar golongan Hanafi membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila  dan kurang akal berada di tangan ayah, datuknya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali mujbir untuk anak laki-laki dan anak  perempuan  yang masih kecil. 
" Imam malik dan Ahmad berpendapat: " Di tangan ayah dan pengampu dan tidak boleh selain dari mereka." Tetapi Syafi'i berpendapat: "Ada di tangan ayah dan kakek.".[footnoteRef:23] [23:  Ahmad Idris, Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi’I, (siliwangi: Multazam, 1994), 77.] 

[bookmark: _Toc519770532][bookmark: _Toc528304787]Wali Hakim
Wali hakim, ialah wali yang ditugaskan, atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah, bila wali nasab tidak ada.  Selain itu juga wali hakim adalah kepala negara yang beragama islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya  di  Indonesia dilakukan oleh kepala Pengadilan Agama, ia dapat  mengangkat  orang lain menjadi wali hakim (biasanya diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan) untuk mengadakan nikah perempuan yang berwali hakim.[footnoteRef:24] [24:  Mohamad Rifa’i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang, PT. Karya Toha 1978), 459.] 

Bila walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang). Bila datang seorang laki-laki yang melamar kepada perempuan yang sudah balig dan ia menerimanya tetapi tak seorang pun walinya yang hadir pada waktu itu maka, misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, dalam keadaan seperti ini wali hakim berhak mengakadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau menikah tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu. Akan  tetapi jika perempuan dan laki-laki tidak mau untuk menunggu, tidak ada alasan untuk mengharuskan mereka menunggu. Dalam sebuah hadits yang berbunyi:
ثَلاَثٌ لاَيُوءَخِرُو نَ وَهُنَ الصَّلاَةُ اِذَا اَ تَتْ وَالجَنَازَةُ اِذَا حَضَرْتَ وَالاَيِّمُ اِذَا وَجَدَتْ كُفْوٴًا (روه البيهقى وغيره عن علي)

"Tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda yaitu: Shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap, dan perempuan bila ia telah ditemukan pasangan yang sepadan."(H. R. Baihaqi dan lain-lain dari Ali). Sanadnya lemah.[footnoteRef:25] [25:  Sabiq, Sayyid. Fiqih As –Sunnah. Cet Ke-IV. (Bandung: Al-Ma'arif, 1981). 29.] 


Dalam soal perkawinan, yang pertama kali berhak menjadi wali adalah wali akrab, ialah bapak atau kakek. Selama wali akrab masih ada, hak wali nikah belum boleh dipindahkan kepada wali yang lain (wali ab’ad).[footnoteRef:26] [26:  Sabiq, Sayyid. Fiqih As –Sunnah. Cet Ke-IV. (Bandung: Al-Ma'arif, 1981). 50.] 
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[bookmark: _Toc519770533][bookmark: _Toc528304788]BAB III
WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

1. [bookmark: _Toc519770534][bookmark: _Toc528304789]Wali Menurut KUH Perdata
Seperti diketahui bahwa dalam KUH Perdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :“Mereka yang  belum  dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini”.[footnoteRef:27] [27:  Prawiroh mijoyo Soetojo R. dan Safioedin Azis, Hukum orang dan keluarga (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 50.] 

1. Perwalian Pada Umumnya
Di dalam sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni :
a. Asas tak dapat dibagi-bagi 

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal yaitu:
24
- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama , maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata.[footnoteRef:28] [28:  Subekti R, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1983), 35.] 

- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige di luar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata. 
b. Asas persetujuan dari keluarga.
Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang  pihak  keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata. 
2. Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Wali 
Ada 3 (tiga) macam perwalian,yaitu:
a. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354KUHPerdata.
Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :
” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian  terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.” .[footnoteRef:29] [29:  Subekti R, UUD Hukum Perdata, (Jakarta: Pradanya Paramita, 1992), 163.] 

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut. 
b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.
Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :
“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau  perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak  itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum  ataupun  karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak  harus  dilakukan  oleh orang tua yang lain.” 
Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi  wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka. 
c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.
Pasal 359 KUH Perdata menentukan :
“Semua  yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”. 
3. Orang-orang yang berwenang menjadi Wali
a. Wewenang menjadi wali
Pada pasal l332 b (1) KUH Perdata menyatakan sebagai  berikut:  “perempuan  bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”.
Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping  itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. 
Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan :
“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia  kawin  dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, seperti  apabila  si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itu pun bertanggung jawab pula.”[footnoteRef:30] [30:  Kitab Undang-undang hukum Perdata, 163.] 


b. Wewenang Badan Hukum Menjadi Wali
Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan dan lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjukkan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan. 
Pasal 365 a (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa “dalam hal sebuah badan hukum diserahi perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”. [footnoteRef:31] [31:  Vollmar H.F.A, Hukum keluarga (Menurut KUH. Perdata), (Bandung,, Tarsito, 1981), 221.] 

Sesungguhnya tidak hanya panitera pengadilan saja yang wajib memberitahukan hal itu tetapi juga pengurus badan hukum tersebut dan sanksi akan dipecat sebagai wali kalau kewajiban memberitahukan itu tidak dilaksanakan. Sedangkan kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuknya, demikian pula dewan perwalian, sewaktu- waktu dapat memeriksa rumah dan tempat perawatan anak-anak tersebut. 
4. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan menjadi Wali
a. Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua.
b. Seorang istri yang diangkat menjadi wali.
c. Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial lainnya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.
5. Yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali.
Dalam pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan:
Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada di luar Indonesia.
a. Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya.
b. Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus menerus atau untuk Suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi.
c. Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.
d. Mereka yang terganggu oleh Suatu penyakit yang lama akan sembuh.
e. Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau  semenjak dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenjak yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.
Menurut pasal 377 (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa “si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-anak mereka, karena salah satu alasan tersebut di atas”. 
Menurut pasal 379 KUH Perdata disebutkan ada 5 golongan orang yang digolongkan atau tidak boleh menjadi wali, yaitu : 
-	Mereka yang sakit ingatan.
-	Mereka yang belum dewasa.
-	Mereka yang berada di bawah pengampuan.
- Mereka yang telah dipecat atau dicabut (omzet) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
- Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri. 
6. Mulainya Perwalian
Dalam pasal 331 a KUH Perdata, disebutkan
1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua. 
Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah di muka balai harta peninggalan. 
7. Wewenang Wali
a. Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian).
Dalam pasal 383 (1) KUH Perdata,
“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.” 

Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan, “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya. 
b. Pengurusan dari Wali
Pasa1383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan:
“… Pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”
Namun demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah. 
Barang-barang yang termasuk pengawasan wali.
Menurut pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang- barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus. 
8. Tugas dan Kewajiban Wali 
Adapun kewajiban wali adalah:
a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
b. Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka dia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya- biaya dan ongkos-ongkos.
c. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
d. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasa1 335 KUH Perdata).
e. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUH Perdata).
f. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (Pasal 389 KUH Perdata)
g. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan ada Surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
h. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.
9. Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:
Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena:
          - Si anak telah menjadi dewasa .
          - Matinya si anak.
          - Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
          - Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui. 

Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan pasal 54 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan  anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
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[bookmark: _Toc519770535][bookmark: _Toc528304790]BAB IV
DEKRIPSI DATA

1. [bookmark: _Toc528304791][bookmark: _Toc519770536]Kedudukan Wali
1. [bookmark: _Toc528304792]Pandangan Madzhab Syafi'i Mengenai Kedudukan Wali.
a. [bookmark: _Toc519770537]Pengertian Wali Menurut Syafi’i
Bagi umat Islam di Indonesia, madzhab Syafi’i adalah madzhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi’i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang Muslim Gujarat dan Cina adalah penganut madzhab asy-Syafi’i. Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut madzhab Syafi’i dan begitu pula kerajaan Islam Setelahnya. Menurut madzhab Syafi’i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Madzhab Syafi’i menganggap batal, dalam Suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat madzhab Syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka 
pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita).
Jadi perempuan dalam pandangan Syafi’i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya. Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi’i dalam hal tersebut adalah berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:
عَنْ ا بِي مُو سى الأشْعَرِ ى قَلَ : قَلَ رَ سُو لُ اللّة صَلَى اللَّة عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَ لَا نِكَاحَ اِ لا يِوِ لِي (روه ابو داود و غيره)

Artinya: "Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali". (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).[footnoteRef:32] [32: Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulughul Marram min Adilatul Ahkam, (,Pustaka At-Tibyan, 2010)  266.] 


Pernyataan "tidak" pada hadist ini maksudnya "tidak sah", yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa wali adalah batal. 
Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:
عَنْ عَائِيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَلَثْ اَنَ رَ سُوْ ل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِيْمَا اِمْرَاة نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِدْ ن وَلِيْهَا فَنِكَا حُهَا  بَاطِلٌ فَنِكَا حُهَاوَلِيهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ يِهَافَلَهَا اْلمَهْرُ بِهَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَافَاِ نِ اِسْتَجَّرٌوا فَاالسُلْطَنُ وَلِيٌ مِنْ لاَ وَلِيَ لَهُ (روه ابوداوبن ماجه واحمد)

Artinya:" Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah di setubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad).[footnoteRef:33] [33:  Sabiq, Sayyid. Fiqih   As –Sunnah.  (Bandung: Al-Ma'arif, 1981). 10.] 



Menurut madzhab Syafi’i hadist pertama menafikan (meniadakan) Suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbullah pertanyaan, dapatkah Suatu fakta dinafikan?tentu tidak, jadi jika demikian, menurut madzhab  ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekatkan kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurnanya nikah tanpa wali.
Mengenai hadist kedua, perkataan ”tanpa izin wali” maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut ”Akad nikah dengan izinnya wali, maka nikahnya sah”, karena  dalam  hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti 
itu Shulthanlah (wali hakim) yang menjadi  walinya,  dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurut Imam Syafi’i sudah jelas bahwa, tidak sah Suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.
[bookmark: _Toc519770538][bookmark: _Toc528304793]Syarat-syarat Wali
Dalam permasalahan wali Madzhab Syafi’i yang di pelopori oleh  Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang yang dapat menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut :
a. Islam
Orang kafir atau orang non muslim tidak boleh menikahkan seorang wanita muslim, karena tidak memiliki wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam. Firman Allah SWT: 
وَلَنْ يَجْعَلَ االله لِلكاَ فِرِ ينَ سَبِيلاَ (ا لنسا ء  ١٤١ )
Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. “

Jangan karena Wilayah dalam pernikahan merujuk kepada golongan asobah dalam masalah harta pusaka (waris). Dalam masalah ini orang Islam dan orang Kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara yang satu dengan yang lainnya.
Walau bagai mana pun orang kafir boleh menikahkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeda agama seperti seorang yahudi menikahkan seseorang yang beragama kristiani dan begitu juga sebaliknya. Ini karena semua orang kafir sama peningkatannya. Firman Allah SWT:
وَالَّزِ ينَ ءَاوَوْا وَّتَصَرُا أُوْلتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (,,, الأنْفل: ٧٢)
Artinya:Dan orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain”

b. Adil
Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat seperti kencing dijalan-jalan raya, berjalan seenaknya dengan tidak sopan, dan sebagainya.
Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengkawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang- orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan.[footnoteRef:34] [34:  Ibid Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho. 796
] 

c. Baligh
Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.
d. Berakal
Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bias menjadi wali karena itu lebih utama.
e. Tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan
Seseorang yang tidak terlalu jelas pandangannya disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali karena tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit atau pingsan disebabkan sakit, perlu menunggu karena pingsan yang dihadapi hanya sebentar, seperti tertidur.[footnoteRef:35] [35: Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho Dan Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fiqh Madzhab Syafi’i ,jilid IV,(Kuala Lumpur:Pustaka Salam,tth), 795.] 

f. Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya di sebabkan syafi’i
Maksudnya orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafi’i ialah mereka yang membuang-buang hartanya. Maka mereka tidak boleh mengurus dirinya, tentu lebih baik lagi mereka tidak mengurus orang lain.
g. Bukan orang yang sedang berihram
Orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak boleh menikahkan orang yang akan menikah seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi yang artinya: “orang yang berihram (baik laki-laki atau perempuan) tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (baik perempuan yang sedang ihram atau tidak).”
h. Muhrim dari wanita yang bersangkutan
Wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah dari ayah mempelai wanita.
i. Merdeka
Maksudnya ialah orang yang tidak terikat oleh Suatu apapun dan bebas memilah apa yang dikehendaki.
j. Dengan sukarela
Dalam melaksanakan tugasnya seorang wali menikahkan dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keragu-raguan.
Sedangkan susunan wali menurut Mazhab syafi’i susunannya sebagai berikut:
1) Bapak
2) Saudara kandung laki-laki
3) Saudara laki-laki yang sebapak
4) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
6) Paman kandung
7) Paman sebapak
8) Anak laki-laki dari paman kandung
9) Anak laki-laki paman sebapak.[footnoteRef:36] [36: Muchtar, Kamal, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 111.] 

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi’i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur ashabah (pihak senasab laki- laki). Kalau tidak ada wali yang karib maka di akadkan oleh wali yang abid, kalau tidak ada yang abid maka “Shulthanlah” (hakim agama atau kepala urusan agama setempat) yang menjadi walinya.
Jadi menurut Imam Syafi’i sudah jelas bahwa, tidak sah  Suatu  akad  nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.
1. [bookmark: _Toc519770539][bookmark: _Toc528304794]Pandangan Madzhab Hanafi Mengenai Kedudukan Wali.
2. Wali Menurut Abu Hanifah
Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar  yang  berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya.[footnoteRef:37] Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah, adalah: [37: www. Fiqh islam.com upload 25/010/10] 

Nash Al-Quran Surat al Baqarah ayat 232 

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, 

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri,baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, 
orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya.[footnoteRef:38] Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya  selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.[footnoteRef:39] [38: Syeikh Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007) . 345]  [39: Sabiq, Sayyid. Fiqih As –Sunnah. (Bandung: Al-Ma'arif, 1981.) 12
] 

2. Susunan Wali
Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut di antaranya:
1) Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki).
2) Ayah.
3) Kakek dari pihak ayah.
4) Saudara kandung.
5) Saudara laki-laki seayah.
6) Paman (saudara ayah).
7) Anak Paman.
8) Dan seterusnya.
[bookmark: _Toc519770540][bookmark: _Toc528304795]Analisa Penulis Tentang Status Wali dalam Pernikahan.
1. [bookmark: _Toc519770541][bookmark: _Toc528304796]Analisis terhadap masing-masing Pendapat imam mazhab
Imam Syafi’i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu berjumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa.
Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih tersebut, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.
Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah: 
Nash Quran surat al Baqarah ayat 232 :

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya…”

Imam Syafi’i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah Suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Sedangkan Abu Hanifah, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut Abu Hanifah, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai tingkatan mutawatir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa. Perempuan bebas melakukan akad jual - beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.[footnoteRef:40]Dan hujjah Imam Syafi’i sesuai dalam hadist Nabi SAW: [40:  Sabiq, Sayyid. Fiqih As –Sunnah. Cet Ke-IV. (Bandung: Al-Ma'arif, 1981). 10] 

وَعَنْ أَبي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ اَبِيهِ قَلَ : قَلَ رَسُولَ اللهِ لَا نِكَاحَ إِلَايَوِلٌي (َرَواهُ أَحمَدُ وَااْلربَعَةُ) وَصَحْحَهُ إِبْنِ اَلمَدِينِي, وَالَتَرُمِزِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلٌ بالبارسَالِ

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu  'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.) Sebagian menilainya hadits mursal.”[footnoteRef:41] [41:  Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugul Maram Min Adilatil ahkaam (Sygma Publishing, 2011). 281] 


Hadits-hadits yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.
Berbeda dengan Imam Syafi’i, Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kotak osmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak   setuju   atau   tidak   mengetahuinya.   Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.
Pada era modern ini terdapat pemikiran tentang masalah perwalian dalam perkawinan dari seorang ilmuan yang bernama Muhammad Arkoun, Untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan dengan kaca mata Arkoun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek sejarah yang pernah terjadi pada masa tersebut, demi melakukan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali bagi perempuan dalam perkawinan.
Dari perkawinan di Arabia Islam hingga awal Islam terdapat pergeseran peran wali di dalam perkawinan seiring dengan perubahan status perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh Islam pada saat itu. Pada masa Arab Islam terdapat perkawinan ba’al yang menggunakan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan yang sebenarnya mengikuti logika Jual - beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada saat itu. Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual -beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan  apa pun, sebagai bukti rasa  cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pemberian mahar  kepada perempuan. Tujuan Al-Qur’an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapatkan mahar.[footnoteRef:42] [42:  Peunoh Dolly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:Bulan Bintang,1998), 111.] 

Akan tetapi, Al-Qur’an tersebut tampaknya masih sulit untuk ditangkap dengan baik oleh kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, konsep perkawinan pada masa awal Islam masih menyesuaikan dengan Kultur patriarkal dan norma-norma androsentris yang mendominasi pada saat itu. Dalam pengertian bahwa wali yang menikahkan perempuan tetap ada di dalam konsep perkawinan dan perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, kecuali janda. Meskipun demikian, perlu dipahami, bahwa Islam tentu saja tidak dapat melakukan pembaruan konsep perkawinan secara radikal, melainkan secara bertahap seiring dengan perkembangan Kultur yang berlaku pada Suatu masa. Karena jika tidak demikian, tentu saja pembaruan Islam akan sulit untuk dapat diterima masyarakat Arabia pada saat itu.
Dalam kondisi ketika kaum perempuan belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, perempuan pada saat itu banyak mengalami pembatasan, termasuk untuk memperoleh pendidikan maupun berperan di wilayah publik. Situasi yang demikian ini tentu saja mengakibatkan sebagian besar perempuan pada saat itu kurang berpengalaman dan berpendidikan, sehingga kurang cakap apabila melakukan tindakan hukum sendiri. Dalam konteks inilah, perempuan masih membutuhkan perwalian dalam perkawinan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban penipuan.
Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali yang berlaku temporal ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Akibatnya, dalam membahas konsep perkawinan, ulama fikih masih cenderung menggunakan analogi akad penjualan, dan menggunakan logika hukum penjualan, dalam mana perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak ijbar, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya  ke  dalam Suatu perkawinan tanpa ijinnya.[footnoteRef:43] [43: www. Fiqh islam.com upload 25/10/18] 

Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, maka adalah bertentangan dengan jaman dan kultur saat ini untuk tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum di dalam melakukan akad perkawinan. Al-Qur’an untuk mentransfer perempuan dari posisi sebagai objek dalam perkawinan menjadi seorang pelaku akad perkawinan perlu diangkat kembali, setelah sebelumnya tertimbun oleh tumpukan masa dan kultur yang cenderung patriarkis, kemudian diimplementasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini.
Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebenarnya peran wali dalam perkawinan telah mengalami pergeseran di sepanjang sejarah. Dari sebagai penjual perempuan dalam perkawinan pada masa Arabia Islam, kemudian menjadi pelindung perempuan ketika tidak cakap untuk menikah sendiri pada masa awal Islam. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali sebagai pelindung yang kondisional ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian.
1. [bookmark: _Toc519770542][bookmark: _Toc528304797]Kelebihan Dan Kekurangan Dari Masing-masing Mazhab
Pendapat imam Abu Hanifah. Kekurangan: jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan.
Kelebihan: pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, di mana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki.
Pendapat Imam Syafi’i, Kekurangannya: adanya diskriminasi terhadap perempuan di mana ia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. 
Kelebihan: adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.













                          PERSAMAAN			            PERBEDAAN
	Imam syafi’i
	Imam Abu Hanifah
	Hukum positif
	Imam Syafi’i
	Imam Abu Hanifah
	Hukum Poaitif

	Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadist atau pun janda.
	Menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mampelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya.
	Walaupun UU perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan menyinggung wali dalam nikah dalam pembatalan perkawinan pasal 26 ayat (1).
	Mazdhab Syafi’i menganggap batal, dalam Suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekuffu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain
	Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah Baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri,baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang Yang di pilih Itu Sekufu.[footnoteRef:44] [44:  www. Fiqh islam.com upload 25/010/18] 

	Menurut KUH perdata anak – anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (pasal 330 ayat 3 KUH perdata ) sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun.









Imam Syafi’i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa.Asy-Syafi’i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya.
" لاَنِكاَح الا يوَ لي "
Imam Syafi’i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul al-qadim dan qaul al jadid. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'i merujuk kepada Al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk menentukan suatu  hukum  yang harus ditetapkan sebagai hujjah.
Berbeda dengan Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah:
Nash Al-Quran Surat al Baqarah ayat 232 

Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.
Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra’yi. Dalam  menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Qur’an ataupun dari hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggunakan ra’yi dan khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.
Adapun metode istidlal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "Sesungguhnya saya mengambil kitab Suci Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rasul SAW. Yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya.
Apabila saya tidak menemukannya dari keduanya, maka saya  mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim  al-  Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad  sebagaimana mereka berijtihad.
Dalam hal pengangkatan wali di dalam KUH Perdata ada dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu :
Perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama(pasal 345-354).
Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 355 ayat 1).
Perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359).
Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat  ini  yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis).
[image: BG Makalah-Recovered copy]
Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua mazhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia telah diatur permasalahan  wali  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah lebih baik permasalah ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan di dalam peraturanya yaitu KHI,dan sebagai warga negara yang baik hendaklah setiap masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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[bookmark: _Toc519770543][bookmark: _Toc528304798]BAB V
PENUTUP

1. [bookmark: _Toc519770544][bookmark: _Toc528304799]Kesimpulan
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebabkan pada bab pertama dan pemaparan pada bab-bab selanjutnya, maka penyusun menemukan dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut antara lain :
1. Menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, imam Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam syafii adalah:
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis massa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.

Menurut Imam Syafii bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadist yang menyatakan “ janda lebih berhak kepada dirinya”. Sehingga Menurut Syafi’i 
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Izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.
2. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu’), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil)   dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu’, maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya Sunnah.
Setelah melihat kedua pendapat yang berbeda, maka Abu  Tsaur (salah seorang fakih golongan Syafi’iyah) mengemukakan pendapatnya, bahwa Suatu perkawinan dilangsungkan sesudah disetujui bersama oleh  wanita dan walinya.
Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua mazhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia telah diatur permasalahan  wali  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah lebih baik permasalahan  ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan di dalam peraturannya yaitu KHI,dan sebagai warga negara yang baik hendaklah setiap masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat  ini  yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang.
Untuk melaksanakan pernikahan yang benar menurut hukum Munakahat atau syari’at islam para ulama fuqoha telah mengkaji dan membahas secara komprehenshif berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits untuk menetapkan fatwa-fatwa hukum tentang perkawinan khusus tentang wali pernikahan itu tidak benar atau batal apabila dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah menurut islam.
[bookmark: _Toc519770545][bookmark: _Toc528304800]Saran-Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi niat pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang melalui ceramah. Nikah diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang sakinah. Mawaddah dan warahmah.
1. Keberadaan seorang wali sangat berguna ketika pada saat suami istri sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan keluarga, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan dengan lurus dan di sinilah peranan wali sangat dibutuhkan untuk membantu keutuhan rumah tangga anaknya  agar  tidak berakhir dengan kegagalan dalam berumah tangga(perceraian).
1. Hendaklah para ulama berperan aktif di kehidupan masyarakat melalui dalam membina atau membimbing dalam segi agama agar menghindari adanya perselisihan dalam permasalahan wali nikah.
1. Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh negara (pemerintah), agar pernikahan tersebut menjadi syah dan syakral baik secara syar’i dan undang- undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini.
1. Permasalahan nikah perlu di masukan dalam kurikulum fiqih pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
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1. Permasalahan wali dalam pernikahan perlu disosialisasikan dalam pertemuan atau forum pengajian seperti pada khutbah-khutbah, kajian islam, ceramah dan kuliah subuh
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